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Dengan hormat,
Dengan ini kami yang bertanda tangan dibawabhi ini ;

A. IDENTITAS

Nama : dr.Ludjiono

Jenis Kelamin : Laki laki

Umur/tanggal lahir  :67 tahun/8 Juni 1954

Pekerjaan : Pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia.

Alamat : Kampung KOM RT 3/RW 1

Desa : Wringin Anom

Kecamatan : Panarukan

Kabupaten : Situbondo,Provinsi Jawa timur, Indonesia.
Nomor HP : 085784579995

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON (Bukti P 1,terlampir )

Dengan ini perkenankahlah Yang Mulia majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ,Pemohon
mengajukan permohonan yudicial review/uji materi Undang Undang Nomor 24 tahun
2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ,yang
disahkan di Jakarta ,pada tanggal 9 Juli tahun 2009 oleh Presiden Republik Indonesia
Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan di Jakarta pada tanggal Juli 2009 oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Andi Mattalata ( Bukti P 2
terlampir ) ,pada Bab III tentang Bahasa Negara,Pasal 25 Pasal 30 Pasal 40 terhadap
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Bukti P3 ,terlampir)



B.I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menciptakan sebuah
lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal Konstitusi ,yaitu Mahkamah Konstitusi
selanjutnya disebut"MK" sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B,Pasal 24 ayat (1)'dan
ayat (2) serta Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun1945 yang diatur lebih lanjut dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2003
sebagaimana telah diubah pertama dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang
perubahan atas Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
dan sebagaimana telah diubah kedua dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 2014 serta
perubahan terakhir dengan Undang Undang dimor 7 tahun 2020 yang merupakan
perubahan ketiga Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.

1. Pasal 24,ayal berbunyi : Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.

Ayat 2 berbunyi :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan
umum,lingkungan peradilan agamalingkungan peradilan militerlingkungan
peradilan tata usaha negara,dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk
menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar.

3. Pasal (10 )ayat 1) huruf a Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Unda/ng
Undang Nomor 7 tahun 2020 berbunyi :

Ayat (1) .Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusanya bersifat final untuk :

a. menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara. Republik
Indonesia"(Bukti P 4,terlampir)

4. Pasal (9) ayat 1) Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang Undangan yang berbunyi : Dalam hal suatu Undang
Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi" (
Bukti P 5 ,terlampir)

5. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas, sebagaimana dimaksud pada
nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, Mahkamah Konstitusi berwenang
untuk melakukan pengujian konstitusional atas suatu Undang Undang terhadap
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

6. Dalam hal ini PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan
pengujian terhadap Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,



Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,pada Bab Il tentang Bahasa
Negara,Pasal 25,Pasal 30 dan Pasal 40 bertentangan dengan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

B.II.LKEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PEMOHON

7. Dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus
dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian
Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik indonesia
kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1)
Undang Undang Mahkamah Konstitusi (Bukti P 9,terlampir)

Pasal 51 ayat (1) Undang.Undang Mahkamah Konstitusi berbunyi : Pemohon

adalah pihak yang hak dan/atau hak Konstitusionalnya dirugikan oleh

berlakunya Undang-Undang yaitu :

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesial. yang diatur oleh Undang Undang;

c. badan hukum publik atau privat atau lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Mahkamah Konstitusi :

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional” adalah hak hak yang diatur dalam
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah stitusi
tersebutterdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah
pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian
Undang Undang yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai
pemohon dan (ii) adanya hak dan/atau Hak KonstitUntukusional dari Pemohon
yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang Undang,

9. Bahwa oleh karena ituPemohon menguraikan kedudukan hukum(legal
standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a
quo,sebagai berikut :

Pertama : Kualifikasi sebagai Pemohon

Sebagai pemohon perorangan Warga Negara Republik Indonesia.

Kedua : Kerugian Konstitusional Pemohon

Mengenai parameter kerugian konstitusional,Mahkamah Konstitusi telah
memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang
timbul karena berlakunya suatu Undang Undang harus memenuhi lima (5)
syarat Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-
I11/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007,yaitu sebagai berikut :



a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan
oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

b. Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut
dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang Undang yang
diuji.

c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang
dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. Adanya hubungan sebab akibat, (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian.

e. Adanya kemungkinan. bahwa dengan dikabulkanya. permohon maka
kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan
atau tidak lagi terjadi.

HAK HAK PEMOHON SEBAGAI WARGA NEGARA PERORANGAN

10. Bahwa Pemohon mempunyai hak Konstitusional yang diberikan oleh Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut :

1. Hak atas pengakuanjaminan,perlindungan,dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

2. hak atas perlindungan diri pribadi keluargakehormatan,martabat dan harta
benda yang dibawah kekuaasaanya.

3. hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat
martabat manusia.

4. hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa hak untuk kemerdekaan pikiran dan
hati nuranihak beragama,hak untuk tidak diperbudakhak untuk diakui
sebagai pribadi dihadapan hukum

Hak hak itu dijamin berrdasarkan :

1. Pasal 28D ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 yang berbunyi : Setiap orang berhak atas
pengakuan,jaminan,perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum.

2. Pasal 28G ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 yang berbunyi : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi
9, keluarga kehormatan,martabat dan harta benda yang dibawah
kekuasaanya,serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi.

3. Pasal 28G ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 yang berbunyi : Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau
perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak
memperoleh suaka politik dari negara lain.

4, Pasal 28I ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 yang berbunyi : Hak untuk hiduphak untuk disiksahak untuk



kemerdekaan pikiran dan hati nuranihak beragamahak untuk tidak
diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

HAK HAK PEMOHON YANG DIRUGIKAN

11. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia secara Konstitusional
telah dirugikan pemenuhan Konstitusional untuk menjunjung tinggi dan menaati
hukum yang di positifkan didalam undang undang a quo,"OLEH KARENA
"Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang
Negara serta Lagu Kebangsaan "TIDAK MEMLIKI IDENTITAS (KETERANGAN)
JATI DIRI BAHASA INDONESIA yang berupa "DEFINISI BAHASA INDONESIA"
11.A. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,Pasal 30 dan
Pasal 40 Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera Bahasa dan
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,yang tidak memiliki definBahasa
Indonesia, sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 25 sebagai berikut :

Ayat 1) berbunyi"Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi
negara dalam Pasal 36 Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan
sesuai dengan dinamika peradaba bangsa.

Ayat 2) berbunyi "Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi sebagai jati diri bangsakebanggaan nasional,sarana pemersatu
berbagai suku bangsa,serta sarana komunikasi antar daera dan budaya daerah.

Ayat 3 ) berbunyki "Bahasa Indonesim9 a sebagai bahasa resmi negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa

resmi.kenegaraan,pengantar pendidikan,komunikasi tingkat
nasional,pengembangan kebudayaan nasionaltransaksi dan dokumentasi
niaga,serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu

pengetahuan,teknologi,seni,dan bahasa media massa.

Dengan tidak ada "DEFINISI BAHASA INDONESIA" pada Bab III tentang Bahasa
Negara Pasal 25 dan Pasal 30 serta Pasal 40 Undang Undang Nomor 24,tahun
2009 tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan,MENYEBABKAN IDENTITAS Kewarga Negaraan yang berupa "Kartu
Tanda Penduduk”, Pemohon TIDAK JELAS, DIBUAT DENGAN MENGGUNAKAN
BAHASA LISAN INDONESIA ATAU BAHASA TULIS INDONESIA, KALAU DENGAN
BAHASA TULIS INDONESIA,DITULIS DENGAN HURUF/ABJAD/AKSARA APA?



TIDAK ADANYA KEPASTIAN DEFINISI BAHASA INDONESIA INI, MENIADAKAN

HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON"untuk :

a. Hak atas pengakuan,jaminan,perlindungan ,dan kepastian hukum,yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak Hak ini dijamin Pasal 28D
ayat 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang
berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan dan
kapastian hukum,yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

b. Hak atas Perlindungan diri pribadikeluargakehormatan,martabat,dan harta
benda yang dibawah kekuasaanya. Hak hak ini dijamin Pasal 28G ayat 1
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi : Setiap
orang berhak atas perlindungan diri pribadi
Jkeluarga kehormatan,martabat,dan  harta  benda yang  dibawah
kekuasaanya,serta berhak atas rasa aman , dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi.

c. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau.perlakuan yang merendahkan derajat
martabat manusia. Hak hak ini dijamin Pasal 28G ayat 2 Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi : Setiap orang berhak untuk
bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat
manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

d. Hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa,hak untuk kemerdekaanpikiran dan
hati nurani,hak untuk tidak diperbudakhak untuk diakui sebagai pribadi
dihadapa hukum, ini dijamin Pasal 28] ayat 1 Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : Hak untuk hidup,hak untuk
tidak disiksa,hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nuranihak
beragama,hak untuk tidak diperbudakhak untuk diakui sebagai pribadi
dihadapan hukum dan hak untuk'k tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun”.

11.B.1 Bahwa Pasal 40 Undang UndangNomor 24 tahun 2009 tentang
Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan berbunyi :
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 sampai Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Undang Undang
Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan adalah Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang
Penggunaan Bahasa Indonesia (Bukti P 6,terlampir), sebagaimana dimaksud
pada Bab menimbang huruf b yang berbunyi : Bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
40 Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera ,Bahasa dan Lambang



Negara serta Lagu Kebangsaan ,perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang
Penggunaan Bahasa Indonesia.

“DAN KARENA TIDAK ADA/TIDAK TERTULIS NYA DEFINISI BAHASA
INDOMESIA",sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,Pasal 30,Pasal 40 Undand
Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara
serta Lagu Kebangsaan.

Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa
Indonesia"MENGGUNAKAN HURUF/ABJAD/AKSARA LATIN.,sebagamana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat 7,Pasal 33,Pasal 34,Pasal 35,Pasal 36 ayat 4,Pasal
37 ayat. 5 ,Pasal 38 ayat.3 dan Pasal 39 ayat. 4 yang berbunyi :

e Pasal 32 ayat (7) berbunyi :"Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa
Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditulis dengan menggunakan
asara Latin"

e Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 ayat (4) berbunyi :"Penggunaan Bahasa
Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis
dengan menggunakan aksara Latin"

e Pasal 37 ayat (5) berbunyi :" Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa
Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditulis dengan menggunakan
aksara Latin"

e Pasal 38 ayat (3) berbunyi"Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing
sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditulis dengan menggunakan
aksara Latin"

e Pasal 39'ayat (4) berbunyi : "Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa
Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan menggunakan
aksara Latin"

Penggunaan Bahasa Indonesia dengan menggunakan HURUF/ABJAD/AKSARA
LATIN sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 39 Peraturan
Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, TIDAK
BERDASARKAN.HUKUM dan bertentangan dengan Pasal (1) ayat 3) Undang
Undang Dasar NegaraKesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi :
Negara Indonesia adalah negara hukum. '

Bahwa Bab III tentang Bahasa Negara Pasal 25,Pasal 30 dan Pasal 40 Undang
Undang.Nomor 24 tahun 2009 yang tak punya definisi Bahasa Indonesia
itu,"DIPASTIKAN" menggunakan HURUF/ABJAD/AKSARA LATIN,sebagaimanadi

Penggunaan Bahasa Indonesia pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 39 Peraturan

Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

a. Penggunaan HURUF/ABJAD/SKSAR LATIN DAN TIDAK ADANYA DEFINISI
BAHASA INDONESIA, untuk membuat Identitas Kewarga Negaraan berupa
Kartu Tan.da Penduduk Pemohon sebagaimana dimaksud pada Bab
Illtentang Bahasa Negara Pasal 25,Pasal,30 dan Pasal 40. Undang Undang



Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta
Lagu Kebangsaan meniadakan hak konstitusional Pemohon yang dijamin
Pasal 28D ayah (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2.serta.Pasal 28I ayat (1)
Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENJELASAN IDENTITAS JATI DIRI yang berupa "definisi Bahasa Indonesia”
menurut pakar/ahli Bahasa Indonesia Kita harus angkat topi pada founding
Father kita yang begitu cermat dan teliti dalam membuat Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang seharusnya hal ini
diteladani oleh staf ahli,baik staf ahli Dewan Perwakilan Rakyat maupun staf
ahli Presiden dalam memberi masukan pembuatan Bab III tentang Bahasa
Negara,Pasal 25,Pasal 30 dan Pasal 40 Undang Undang Nomor 24 tahun 2009
tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
Seperti Pemohon , ketika mengajukan permohonan yudicial tidak.review/uji
materi ini, persyaratan pertama kali yang diminta adalah"IDENTITAS" diri.
Identitas terdiri dari, identitas jati diri dan identitas yang terkait dengan jati
diri. Identitas jati diri Pemohon terdiri dari nama, kemudian umur dan
tanggalbulan serta tahun kelahiran Pemohon. Sedang identitas yang
terkaitdengan identitas jati diri Pemohon adalah,Pekerjaan Pemohon,Agama
Pemohonke warga negaraan Pemohon, alamat serta nomor telpon/HP
Pemohon. Hal "IDENTITAS"ini tentu berlaku juga pada pembuatan Undangan
Undang,termasuk pembuatan Bab III tentang Bahasa Negara ,Pasal 25,Pasal
30 dan Pasal 40 Undang Undang nomor 24 tahun 2009 tentang
Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dalam Bab III
tentang Bahasa Negara ,Pasal 25,Pasal 30 dan Pasal 40, identitas Bahasa
Indonesia hanya ada nama saja,sedang identitas yang menjadi jati diri selain
nama Bahasa Indonesia yaitu identitas jati diri Bahasa Indonesia yang berupa
definisi Bahasa Indonesia tidak ada. Identitas jati diri yang berupa nama
sudah dipenuhi yaitu " nama Bahasa Indonesia". Tapi identitas jati diri yang
lain yaitu "definisi Bahasa Indonesia"tidak ada atau tidak ditulis, sedang
identitas yang TERKAIT identitas jati diri Bahasa Indonesia. adalah : Bahasa
Indonesia sebagai bahasa resmi,dan bahasa Indonesia bersumber dari
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928,selengkapnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25, Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang
Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

. Definisi Bahasa Indonesia ada 2 rujukan di Indonesia, yang dibuat oleh

pakar2/ahli2 atau Profesor2 dan Doctor2 ahli Bahasa Indonesia dari

manusia2 Indonesia yaitu :

1. Definisi bahasa standart/baku yang dikeluarkan oleh Kamus Be sar
Bahasa Indonesia yang dibuat oleh pakar/ahli manusia Indonesia adalah
Bahasa secara linguistik adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang



digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja
sama,berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. (Bukti P 6, terlampir).
Sedang lambang bunyi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 8
yaitu: abchurufabjad,aksarafonem,leter,abece dan alfabet. (Bukti P
7 terlampir)
Jadi kesimpulannya"Kalau Bahasanya bernama Indonesia,maka,lambang
bunyi, abchuruf,abjad,aksara,fonem,leher,abece dan alfabetnya juga
bernama Indonesia.
2. Rujukan ke 2 adalah definisi Bahasa menurut dosen Bahasa Indonesia
Universitas Indonesia yaitu :
Doctor Felicia Nuradi Utorodewo mendefinisikan" Bahasa adalah alat
komunikasi bisa lisan maupun tulis",( Bukti P8, terlampir)
Definisi bahasa menurut wikipedia (bukti P14 terlampir) dimana bahasa
lisan menggunakan sarana bunyi/ucapan/perkataan sedang bahasa tulis
menggunakan sarana huruf/abjad/aksara. Dari definisi ini ada perbedaan
signifikan antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa lisan menggunakan
sarana bunyi/ucapan/perkataan. Bahasa tulis menggunakan sarana
huruf/abjad/aksara. Keduanya punya sarana yang berbeda beda tanpa
sarana ,masing2 /keduanya tak punya arti apa2. Sebagai contoh : Seseorang
dari Surabaya akan Ke Jakarta pasti akan menggunakan sarana kendaraan.
Sarana kendaraan itu jenisnya bisa kendaraan lautkendaraan darat atau
kendaraan udara. Tanpa sarana kendaraan sulit untu sampai ke tujuan.
Apalagi kalau kita akan pergi HAJl tanpa sarana kendaraan kita tak mungkin
meremangi lautan yang begitu luas. Begitu juga dengan Bahasa, tanpa
"SARANA" Bahasa akan menjadi tak punya arti apaZ atau tak berguna sama
sekali. Bahasa lisan dengan "SARANA" bunyi/ucapan/perkataan,jenisnya bisa
ucapan Indonesia,ucapan Arab atau ucapan Inggris. Dengan demikian definisi
Bahasa Indonesia menurut pakar/ahli dari Indonesia yaitu dari pakan/ahli
dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Doctor Felicia Nuradi Utorodewo
menjadi : Bahasa Indonesia adalah merupakan Bahasa lisan Indonesia dan
Bahasa tulis Indonesia serta Bahasa lisan Indonesia dijadikan Bahasa tulis
Indonesia menggunakan huruf/abjad/aksara Indonesia.
Dengan demikian Pasal 36 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 yang berbunyi”"Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia" kalau
didefinisikan menurut Pakar/Ahli/Profesor/Doctor Bangsa Indonesia
,menjadi : Bahasa lisan Negara ialah Bahasa lisan Indonesia dan Bahasa tulis
Negara ialah Bahasa tulis Indonesia serta aksara Negara ialah aksara
Indonesia.

Bahwa Bab III tentang Bahasa Negara,Pasal 25,Pasal 30 dan Pasal 40,Undang
Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara
serta Lagu Kebangsaan ,tak punya/tak ditulis definisi Bahasa Indonesia.
Dengan tidak adanya definisi Bahasa Indonesia sebagaimana Pasal 25,Pasal
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30 dan Pasal 40 ini berakibat merugikan Pemohon,karena identitas kewarga
negaraan Pemohon yang berupa Kartu Tanda Penduduk ( Bukti
P1,terlampir)tidak tahu,DIBUAT DENGAN BAHASA LISAN INDONESIA,ATAU
BAHASA TULIS INDONESIA, APA BILA DIBUAT DENGAN BAHASA
TULIS,MENGGUNAKAN AKSARA APA.

Pasal 40 Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan berbunyi : Pasal 26 sampai dengan
Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden sebagaimana di maksud dalam Pasal (40) adalah
Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa
Indonesia.(Bukti 9,terlampir)

Sebagaimana di maksud dalam Bab menimbang huruf b yang berbunyi:
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 40 Undang Undang Nomor 24
tahun 2009 tentang BenderaBahasa dan Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan,perlu menetapkan Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa
Indonesia ini Nunut  penggunaan huruf/abjad/aksara Latin yang
diperuntukan bangsa Belanda yang dibuat 120 tahun yang lalu oleh Bangsa
Belanda Van Ophuijsen (Bukti P 10,terlampir), sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019
tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Inikah yang dimaksud Presiden dalam
Pidato sambutan ulang tahun Nasdem 11/11/2021?

sebagai mental Inlander,mental Inferior,mental terjajah? ( Bukti P
10,terlampir).

11 B.2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (40) Undang Undang Nomor
24 tahun 2009 tentang BenderaBahasa dan Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan
Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai 39 diatur
dengan Peraturan Presiden” adalah Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019
tentang Penggunaan Bahasa Indonesia,sebagaimana dimaksud pada Bab
menimbang huruf b Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2009 tentang
Penggunaan Bahasa Indonesia yang berbunyi "Bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 40. Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang
Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,perlu ditetapkan
Penggunaan Bahasa Indonesia".

Penggunakan rujukan HURUF/ABAD/AKSARA LATIN yang dibakukan untuk
warga Belanda oleh Charles Van Ophuijsen pada tahun 1901,untuk dipakaikan
pada Pasal 32 ayat (7),Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 ayat (4),Pasal 37 ayat
(5),Pasal 38 ayat 3,dan Pasal 39 ayat (4)yang berbunyi :
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e Pasal 32 ayat (7) berbunyi "Penggunaan Bahasa Indonesia untuk Bahasa
Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditulis
dengan menggunakan aksara Latin".

e Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 ayat _(4) berbunyi :"Penggunaan Bahasa
Indonesia untuk Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana
dimaksud pada ayat _(3) ditulis dengan menggunakan aksara Latin".

e Pasal 37 ayat (5) berbunyi "Penggunaan Bahasa Indoneskia untuk Bahasa
Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dotulis
menggunakan aksara Latin".

e Pasal 38 ayat (3) berbunyi :" Penggunaan Bahasa Indonesia untuk Bahasa
Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis
dengan aksara Latin".

e Pasal 39 ayat (4) berbunyi "Penggunaan Bahasa Indonesia untuk Bahasa
Daerah atau Bahasa Asing sebagaimanaKamu ya dimaksud pada ayat (3)
ditulis dengan menggumakan aksara Latin".

Sebagai huruf/abjad/aksara negara Indonesia, dan kemudian pada tahun 1947
Suwandi yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu,NUNUT
HURUF/ABJAD/AKSARA LATIN UNTUK dijadikan sebagai huruf/abjad/aksara
NEGARA INDONESIA ,dengan membuat ejaan Suwandi atau ejaan Republik
,dengan tetap menggunakan nama huruf/abjad/aksara Latin tanpa ada
perubahan nama huruf/abjad/aksara Latin tersebut,merupakan Kkesalahan
konstitusional, dimana TAK ADA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG
"MENYATAKAN"HURUF/ABJAD/AKSARA LATIN SEBAGAI
HURUF/ABJAD/AKSARA NEGARA INDONESIA Nunut huruf/abjad/aksara Latin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 39,di teruskan dari
Ejaan Suwandi atau Ejaan Republik,alu diubah dengan nama ejaan Pembaruan
(1957), kemudian diubah dengan nama Ejaan Melayu Indonesia
(Melindo)1959,dan diubah menjadi Ejaan Lembaga Bahasa dan Kebudayaan
(LBK) 1966,kemudian diubah menjadi Ejaan Yang Disempurnakan 1972 dan
tahun 2015 diubahdengan Peraturan Menteri Nomor 50 tahun 2015 tentang
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBL) sampai sekarang. Hal ini
inkonstotusional karena penggunaan huruf/abjad/aksara Latin yang nunut
huruf/abjad/aksara yang dibuat untuk warga penjajah Belanda.

Dengan tetap nenggunakan. Nama huruf /abjad/aksara Latin yang diperuntukan
warga Belanda ini ,seakan akan kita masih mengaku sebagai warga Belanda.
Padahal sebagai warga Belanda,sesuai dengan pembagian penduduk Indonesia
oleh Pemerintah Hindia Belanda, kita diakui sebagai warga klas 3/golongan
pribumi/Inlander/inferior/terjajah/jongos/pelayan/budak. ~ (Bukti P 12
,2terlampir).

Ini merendahkan kehormatanharkat,derajat,martabat Pemohon. Penggunaan
huruf/abjad/aksara Latin yang dibakukan Van Ophuijsen(Bukti P 11,terlampir)
untuk warga Belanda,untuk membuat Identitas Kewarga Negaraan Pemohon



12

yang berupa Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
sampai dengan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 63 2019 tentang
Penggunaan Bahasa Indonesia,merugikan hak konstituaional Pemohon yang
dijamin Pasal 28D ayat (1),Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat
(1).

Pembuatan identitas Kewarga Negaraan Pemohon yang berupa Kartu Tanda
Penduduk berdasar Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang
Bendera,Bahasa,Bendera dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pada Bab
III Pasal 25,Pasal 30 dan Pasal 40 ,yang tidak ada definisi Bahasa Indonesia dan
ditulis. menggunakan huruf/abjad/aksara yang diperuntukan warga Belanda,
sedang Pemohon bukan lagi warga Belanda jajahan, merugikan Pemohon,dan
meniadakan hak hak konstitusional Pemohon yang dijamin Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D ayat (1),Pasal 28G ayat
(1) dan ayat (2),dan Pasal 28] ayat (1) yang berbunyi :

e Pasal 28D ayat (1) Dberbunyi"Setiap orang berhak atas
pengakuan,jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum."

e Pasal 28G ayat (1) berbunyi"Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi,keluarga kehormatan,martabat dan harta benda yang dibawah
kekuasaannya,serta berhak atas rasa aman,dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak sesustu yang merupakan
hak asasi.

e Pasal 28G ayat (2) berbunyi "Setiap orang berhak untuk bebas dari
penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martatabat
manusia dan berhak memperoleh suaka politk dari negara lain".

e Pasal 28] ayat (1) berbunyi" Hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa,hak
untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragamahak untuk
tidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,dan
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Sedang hak Pemohon adalah :

e Hak atas pengakuan,jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum(dijamin Pasal 28D ayat
(1) UUD1945).

e Hak atas perlindungan diri pribadi keluarga,kehormatan dan harta benda
yang dibawah kekuasaan ya(dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD1945)

e Hak untuk bebas darienyiksaan atau perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia.(dijamin Pasal 28G ayat (2) UUD1945)

o Hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa, ,hak untuk kemerdekaan pikiran
dan hati nuranihak untuk tidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai
pribadi dihadapan hukum(dijamin Pasal 281 ayat (1) UUD1945)



13

Penggunaan Bahasa Indonesia dengan menggunaka HURUF/ABJAD/AKSARA
LATIN sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 39 Peraturan
Presiden Nomor 63 tahun 2009 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, tidak
berdasarkan hukum Indonesia. HURUF/ABJAD/AKSARA LATIN adalah
HURUF/ABJAD/AKSARA Bangsa Penjajah Belanda yang dibuat/di"BAKUKAN"
bangsa Penjajah Belanda,agar warga Belanda mengerti kata kata dalam bahasa
Melayu(bahasa Indonesia). Penggunaan Bahasa Indonesia denga menggunakan
HURUF/ABJAD/AKSARA LATIN berdasarkan HURUF/ABJAD/AKSARA bangsa
Penjajah Belanda yang dibuat/di Baku kan bangsa penjajah Belanda, agar warga
Belanda mengerti kata kata dalam bahasa Melayu yang sekarang menjadi bahasa
Indonesia!,selain bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juga bertentangan denga
Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemohon bukan lagi warga Belanda yang disebut sebagai Inlander atau interior
atau orang terjajah atau jongos atau pelayan atau budak. Pemohon adalah orang
Merdeka dari bangsa yang telah Merdeka, sesuai Pembukaan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya
Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,maka penjajahan
diatas dunia harus dihuskan,karena tidak sesuai dengan peristiwa kemanusiaan
dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
telPasalpailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa
mengantarkan rakyat Indonesia ke dan pintu gerbang kemerdekaan Negara
Indonesia, yang merdeka,bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur,supaya berkehidupan kebangsaanyang bebas,maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan  kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan
bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial ,maka disusunlah
kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar
Negara Indonesia,yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha EsaKemanusiaan Yang adil dan Beradab,Persatuan Indonesia dan
Kerakyatan  Yang Dipimpin oleh  Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia".

11.C. Bahwa Pasal 30 Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang
Bendera,Bahasa,dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi
"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di
instansi pemerintahan”.
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Pasal 40 berbunyi "Ketentuan lebih lanjur mengenai penggunaan Bahasa
Indonesia sebagaimana dimaksud dalan Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur
dalam Peraturan Presiden". Sedang Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Pasal (40) adalah Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang
Penggunaan Bahasa Indonesia,sebagaimana dimaksud dalam Bab menimbang
huruf b Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa
Indonesia yang berbunyi "Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf adan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang Undang
Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan,perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa
Indonesia”. Maka Pasal 4 ayat 1) dan ayat 2) Peraturan Presiden Nomor 63 tahun
2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang berbunyi :

e Ayat 1) "Bahasa,Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara

e Ayat 2) "Dokumen resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi surat keputusan,surat berharga,ijasah,surat
keterangan, ,surat identitas diri,akta jual beli,surat perjanjian, dan
putusan pengadilan”, merupakan ketentuan lebih lanjut Pasal 30 Undang
Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang
Negara serta Lagu Kebangsaan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

Berdasarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan
Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia,maka
kerugian yang meniadakan hak konstiitusional Pemohon yang diakibatkan
berlakunya Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Bab III tentang Bahasa Negaraasal
25,pasal 30 dan Pasal 40.yang bertentangan dengan hak hak Pemohon yang
dijamin Pasal 28D ayat 1) ,Pasal 28G ayat (1)dan ayat( 2),Pasal 28I ayat (1),tidak
hanya pembuatan identitas Kewarga Negaraan Pemohon yang berupa Kartu
Tanda Penduduk,tetapi juga Surat Keputusan Pensiun, mulai ijasah Sekolah
Dasar sampai ijasah Kedokteran Pemohon,dibuat dengan Bahasa Indonesia
tanpa definisi Bahasa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal
25,Pasal 30,Pasal 40 Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera
,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Hak hak konstitusional Pemohon yang dirugikan yaitu :

e Hak atas pengakuan,jaminan,perlindungan,dan kepastian hukum yang
adil dan perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum,dijamin Pasal
28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas
pengakuan,jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan
perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum"

e Hak atas perlindungan diri pribadikeluargakehormatan,martabat,dan
harta benda yang dibawah kekuasaannya ,dijamin Pasal 28G ayat (1) yang
berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi keluarga kehormatan,martabat dan harta benda yang dibawah
kekuasaanya,serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
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ancaman ketakutan ji untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asosiasi "

e Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia,dijamin Pasal 28G ayat (2) yang
berbunyi"Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau
perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak
memperoleh suaka politik dari negara lain"

e Hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa ,hak untuk kemerdekaan pikiran
dan hati nuranihak untuk tidak diperbudakhak untuk diakui sebagai
pribadi dihadapan hukum,dijamin Pasal 28I ayat )1) yang berbunyi"Hak
untuk hidup,hak untuk tidak disiksa,hak untuk kemerdekaan pikiran dan
hati nurani,hak beragama,hak untuk tidak diperbudakhak untuk diakui
sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut,adalah hak asasi manusia"

12.Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan
berlakunya Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Bab III tentang Bahasa Negara Pasal
25,Pasal 30,Pasal 40. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang
berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadiserta mempunyai
hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 25,Pasal 30,Pasal 40 Undang Undang
Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan Bab III tentang Bahasa Negara. Oleh karena dengan dilkabulkanya
permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi maka
kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi.

13. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing )
sebagai pemohon pengujian Undang Undang dalam perkara a quo karena telah
memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi
beserta penjelasannya dan 5(lima) syarat kerugian hak konstitusional
sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi
dari Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005.

B.IIL. ALASAN ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2009 TENTANG BENDERA,BAHASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU
KEBANGSAAAN BAR Il TENTANG BAHASA NEGARA BAB Il TENTANG BAHASA
NEGARA PASAL 25,PASAL 30. DAN PASAL 40 UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN
2009 TENTANG BENDERA,BAHASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAG KEBANGSAAN
BERTENTANGAN DENGAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DI JAMIN PASAL
28D AYAT (1),PASAL 28G AYAT (1) DAN AYAT (2) DAN PASAL 28I AYAT (1) UNDANG
UNDANG DASAR NEGARA'REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

14. Bahwa menambah Alasan Kerugian Pemohon sebagaimana dimaksud dalam
Nomor 11.A tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing ) Pemohon, berupa:
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Pasal 25 Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan berbunyi :

1. Ayat 1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara
dalam Pasal 36 Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia.tahun 1945 bersumber dari bahasa yang di ikrarkan dalam
Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang
dikembangkan sesuai dinamika peradaban bangsa.

2. Ayat 2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) berfungsi
sebagai jati diri bangsa kebanggaan nasional,sarana pemersatu berbagai
suku bangsa,serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya
daerah.

3. Ayat 3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi
kenegaraan,pengantar pendidikan,komunikasi tingkat
nasional,pengembangan kebudayaan tingkat nasional,transaksi dan
dokumentasi niaga,serta sarana pengembangan dan pemanfaatan
ilmu,teknologi,seni, dan bahasa media massa.

Dimana Pasal 25,Pasal 30 dan Pasal 40 Undang Undang Nomor 24 tahun

2009 tentang Bendera,Bahasa dan lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

Tidak tertulis Identitas jati diri Bahasa Indonesia yang berupa definisi

Bahasa Indonesia.

Ketika mengajukan permohonan yudicial review harus memenuhi syarat

yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Syarat yang pertama adalah

"IDENTITAS". Identitas menyangkur 2 hal yaitu identitas tentang jati diri dan

identitas yang terkait dengan jati diri.

Pasal 25,Pasal 30,Pasal 40 Undang Undang Nomor 24 tentang

Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,mengenai

identitas yang terkait dengan jati diri bahasa Indonesia telah ada pada ayat

l,ayat 2 dan ayat 3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, akan tetapi
identitas jati diri bahasa Indonesia yang berupa keterangan jati diri/definisi
bahasa Indonesia tidak tertulis,dimana yang tertulis hanya nama Bahasa

Indonesia saja.

Definisi Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem

lambang bunyi yang arbitrer,yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat

untuk berinteraksi,bekerja sama dan mengidentifikasikan diri. Lambang
bunyi menurut Kamus Besar Bahasa indonesia ada 8 yaitu
abc,abjad,aksara,fonem,leter,huruf,abecedan alfabet.

Definisi bahasa menurut Doctor Felicia Nuradi Utorodewo adalah alat

komunikasi lesan maupun tulisan.

Pemohon ingi n menghormati'Profeso/Doctor Bahasa Indonesia dari negeri

sendiri. Dengan menciptakan definisi Bahasa Indonesia bersumber dari

Profesor/Doctor dalam negeri tersebut sebagaimana dimaksud pada definisi

Bahasa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan definisi Bahasa dari Doctor
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16.

17

Felicia Nuradi Utorodewo. Definisi Bahasa Indonesia menurut dokter
Ludjiono adalah alat komunikasi Bahasa lisan Indonesia dan Bahasa tulis
Indonesia serta Bahasa lisan Indonesia dijadikan Bahasa tulis Indonesia
dengan sarana huruf/abjad/aksara Indonesia. Atau singkatnya "Bahasa
Indonesia adalah alat komunikasi lisan Indonesia dan alat komunikasi tulis
Indonesia serta dengan sarana aksara Indonesia”. Ketiganya, bahasa lisan
Indonesia dan bahasa tulis Indonesia serta aksara Indonesia merupakan
bagian yang tak terpisahkan disebut "Bahasa Indonesia"
Bahwa menambah alasan kerugian sebagaimana dimaksud dalam nomor 11.B.1.
pada bab kedudukan hukum( legal standing) Pemohon.
Bab III tentang Bahasa Indonesia Pasal 25,Pasal 30,Pasal 40 Undang Undang
Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan,sebagaimana dimaksud dalamPasal 40 Undang Undang Nomor 24
tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur
dalam Peraturan Presiden".
Ketentuan lebih lanjut itu adalah Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2009
tentang Penggunaan Bahasa Indonesiasebagaimana dimaksud dalam bab
menimbang huruf b yang berbunyi "Bahwa berdasarkan pertimbang
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
(40) Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Penggunaan Bahasa Indonesia”.
Bahwa Peraturan Presiden. Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa
Indonesia menggunakan huruf/abjad/aksara Sebagaimana dimaksud pada pasal
32 sampai dengan 39 sebagaimana dengan ketentuan lebih lanjut pasal 40
undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera bahasa dan lambang
negara serta lagu kebangsaan maka bisa dipastikan pasal 25 pasal 30 pasal 40
undang-undang nomor 24 tahun 2019 tentang bendera bahasa dan lambang
negara serta lagu kebangsaan menggunakan huruf abjad aksara latin sehingga
identitas kewarganegaraan pemohon yang berupa kartu tanda penduduk ditulis
dengan huruf abjad aksara Latin yang tidak punya dasar hukum merugikan hak
konstitusional pemohon yang dijamin pasal 28D ayat 1 pasal 28D ayat 1 dan ayat
2 pasal 28I ayat 1 undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945,
Bahwa menambah alasan kerugian sebagaimana dimaksud pada Nomor
11.B.2. bab Kedudukan hukumpulan(legal standing) Pemohon.
Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal (40) Undang Undang
Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera ,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan. adalah Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang
Penggunaan Bahasa Indonesia,dimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
sampai dengan Pasal 39 menggunakan huruf/abjad/aksara Latin.
Huruf/abjad/aksara Latin adalah huruf/abjad/ aksara yang dibuat Charles Van
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Ophuijsen agar warga Belanda mengerti kata kata dalam Bahasa Melayu pada
tahun 1901, yang selanjutnya disebut Ejaan Van Ophuijsen.
Kala itu bangsa Indonesia adalah warga Belanda jajahan yang digolongkan warga
klas 3/ Pribumi/inlander. Inlander artinya pelayan/jonos/budak.
28 Oktober 1928 terjadi Sumpah Pemuda yang merubah Bahasa Melayu menjadi
Bahasa Indonesia. Tahun 1947 Suwandi membuat Ejaan Bahasa Indonesia,tapi
tetap menggunakan nama hutruf/abjad/aksara Latin yang diperuntukan warga
Belanda. Ejaan Suwandi kemudian diubah menjadi Ejaan Pembaruan(1957),lalu
Ejaan Melon di (1959),lalu Ejaan LBK (1966)]alu Ejaan Yang Disempurnaka
/EYD (1972),lalu diubah lagi menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
(PUEBI) tahun 2015 sampai sekarang.
Sayangnya masih tetap memakai nama huruf/abjad/aksara Latin yang dibuat
Charles Van Ophuijsen untuk warga. Belanda agar mengerti kata kata kata dalam
Bahasa Melayu, atau kata kata dalam Bahasa Indonesia saat ini Bangsa
Nusantara seribu tahun lebih yang lalu punya kehormatan,harkat,derajat
martabat yang tak mau direndahkan ,sehingga ketika mereka memakai
hurugf/abjad/aksara Arab dengan Ejaan Bahasa Melayu,mereka namakan
HURUF/ABJAD/AKSARA Melayu ,dan orang  Jawa menamakan
huruf/abjad/aksara Jawi. (Bukti P 13,terlampir)
Apakah karena pernah ,dijajah ratusan tahun itu,maka bangsa Indonesia
kehilangan Kehormatan,harkat,derajat dan martabatnya. Alasan itulah yang
utama untuk menguji Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang
Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Bab IIl Pasal
25,Pasal 30 dan Pasal 40 yaitu "TIDAK PUNYA DEFINISI BAHASA INDONESIA”.
17. Bahwa ketentuan lebih lanjut Pasal 30 sebagaimana dimaksudd dalam Pasal 40
Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang
Negara. serta Lagu Kebangsaan adalah Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019
tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang
Penggunaan Bahasa Indonesia berbunyi :
Ayat (1) "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara”
Ayat (2)"Dokumen resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit meliputi surat keputusan,surat berharga,ijzasah,surat keterangan,surat
identitas diri,akta jual beli,surat perjanjian dan putusan pengadilan”
Dengan berdasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa
Indonesia maka yang dibuat oleh Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang
Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Bab III tentang
Bahasa Negara Pasal 25,Pasal 30 dan Pasal 40,tidak hanya identitas Ke warga
Negara an Pemohon yang berupa Kartu Ta nda Penduduk,tetapi juga surat
keputusan pensiun dan ijasah Pemohon,sehingga Pemohon mengajukan uji
materi Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tersebut.
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Karena dengan dibuatnya Kartu Tanda Penduduk,Surat Keputusan Pensiun dan
Ijasah,dengan Bahasa Indonesia tanpa definisi Bltahasa Indonesia,sebagaimana
dimaksud pada Bab III tentang Bahasa Negara Pasal 25,Pasal 30 dan Pasal 40
Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang
Negara serta Lagu Kebangsaan,Merendahkan Kehormatan,Harkat,Derajat dan
Martabat Pemohon.

18. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut tentang
tata cara Pembentukan Undang Undang diatur dengan Undang". Adalah Undang
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan sebagaimana dimaksud dalam bab menimbang huruf b yang berbunyi
"bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang
undangan yang baik,perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan
perundang undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang
pastibaku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang
membentuk peraturan perundang undangan”.
Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang
Negara serta Lagu Kebangsaan Bab III tentang Bahasa Negara Pasal 25,Pasal 30
dan Pasal 40 yang tidak punya definisi Bahasa Indonesia,sehingga tak jelas apa
yang dimaksud dengan Bahasa Indonesia, BERTENTANGAN dengan Undang
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang
undangan,sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) ayat 2),Penjelasan Pasal 5
huruf f dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (1),yang
berbunyi :

e Pasal 1 ayat (2) berbunyi "Peraturan Perundang undangan adalah
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang. mengikat secara
umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat
yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang undangan”.

e Penjelasan Pasal 5 huruf f berbunyi "Yang dimaksud dengan "asas
kejelasan rumusan"adalah bahwa setiap Peraturan Perundang undangan
harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PeraturanL Perundang
undangan,sistematika,pilihan kata atau istilah,serta bahasa hukum yang
jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai
macam interpretasi. dalam pelaksanaan"”.

e Penjelasan'Pasal 6 ayat (1)'huruf b berbunyi "Yang dimaksud dengan
"asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Perundang undangan harus mencerminkan pelindungan dan
penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga
negara dan penduduk Indonesia secara proporsional".

e Pasal 7 ayat (1) berbunyi "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang
undangan terdiri atas :

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:
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b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c¢. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan tak tertulisnya definisi Bahasa Indonesia yang berarti tak punya
NORMA HUKUM YANG MENGIKAT, tak jelasnya apa yang dimaksud
Bahasa Indonesia menimbulkan MULTI INTERPTETASLtak adanya
PERLINDUNGAN DAN KEHORMATAN, HARKAT DAN MARAABA serta
dengan adanya hierarki yang ada diatas dan dibawah hierarki dimana
hierarki diatas adalah UUD 1945 yang berbunyi " Bahasa Negara ialah
Bahasa Indonesia" diterjemahkan d engan"Bahasa Negara ialah Bahasa
Indonesia dengan menggunakan sarana huruf/abjad/aksara Latin", yang
menurut istilah Jawa adalah "Londo Ireng".sedang hierarki yang
dibawah adalah Peraturan Presiden aebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 sampai dengan 39,yang merujuk menggunakan aksara Latin yang
dibuat Van Ophuim untuk warga Belanda yang berarti "Londo Ireng
Kwadrat" ,sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) ayat 2)Penjelasan
Pasal 5 huruf f dan ,Penjelasan Pasal 6 ayat (1)huruf b ,Pasal 7 ayat (1)
tersebut ,merupakan salah satu alasan pengujian Undang Undang Nomor
24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan Bab III tentang Bahasa Negara Pasal 25 Pasal30 dan Pasal 40

POKOK POKOK PERMOHONAN PEMOHON
C. POSITA

Identitas (Keterangan) jati diri Bahasa Indonesia yang berupa definisi Bahasa Indonesia
sebagaimana dimaksud pada Bab III tentang Bahasa Negara Pasal 25,Pasal 30 dan Pasal
40 Undang Undang Nomor 24 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan, TIDAK ADA. Hal ini bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta
Pasal 28I ayat (1) yang menjamin hak hak konstitusional Pemohon yang berakibat
pembuatan Identitas Kewarga Negaraan Pemohon yang berupa Kartu Tanda Penduduk
dibuat dengan Bahasa Indonesia yang tanpa definisi yang jelas.

Identitas jati diri Bahasa Indonesia. yang ada sebagaimana dimaksud dalam Bab III
tentang Bahasa Negara Pasal 25,Pasal 30 dan Pasal 40 Undang Undang Nomor 24 tahun
2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaanhanya

berupa nama Bahasa Indonesia dan identitas yang terkait dengan jati diri Bahasa
Indonesia saja.

D. PETITUM
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1. Pemohon memohon KepadaYang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan putusan bahwa Bab III
tentang Bahasa Negara Pasal 25,Pasal 30,Pasal 40 Undang Undang Nomor 24 tahun
2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi "Setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja". Oleh karena pemohon telah bekerja diperkirakan
selama 3 bulan mulai pengajuan permohonan yudicial reviewsampai dengan
terjadinya putusan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,dan
telahberperan seperti tim ahli dalam pembuatan Undang Undang Nomor 24 tahun
2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,maka
Pemohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberi
putusan agar pemerintah memberi gaji pada Pemohon sebesar 3 bulan gaji staf ahli
yang paling tinggi,beserta tunjangan dan fasilitas seperti yang diberikan pada staf
ahli Dewan Perwakilan Rakyat ditambah 3 bulan gajl yang paling tinggi staf ahli
Presiden beserta tunjangan dan fasilitas yang diberikan kepada staf ahli
Presiden,sehari atau seminggu setelah putusan Mahkamah Konstotusi dijatuhkan.

3. Mengharap kepada Pemerintah untuk segera merivisi Undang Undang Nomor 24
tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
Bab III tentang Bahasa Negara Pasal 25,Pasal 30 dan Pasal 40 tersebut,apabila tidak
segera ditindak lanjuti ,pemerintah wajib membayar gaji setiap bulan kepada
Pemohon,sebagaimana dimaksud pada Nomor (2) diatas, baru berhenti apabila
Undang Undang sebagai dimaksud pada alina 2 sampai dengan alinia 6 itelah selesai
dibuat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian pengajuan permohonan yudisial review/uji materi Pemohon, terima kasih
kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah konstitusi atas perhatianya.

Hormat Kami,

Pemohon
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